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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di ambil suatu

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana
perjudian di Indonesia dinilai belum sepenuhnya optimal. Beberapa
putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan amanat undang-undang, Yyang
seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tindakan
ini dianggap mengabaikan tujuan mendasar dari Sistem Peradilan
Pidana Anak, yaitu untuk menjaga harkat dan martabat anak serta
memberikan perlindungan hukum khusus. Dengan demikian, sanksi
pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman,
melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan anak
pelaku.

2. Kendala utama dalam penegakan restorative justice terhadap anak
pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia adalah adanya
ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan amanat undang-
undang, yang terlihat dari masih adanya putusan hakim yang

menjatunkan pidana penjara alih-alih  mengutamakan asas
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kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitasi, sehingga
mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang
seharusnya melindungi harkat dan martabat anak. Solusi untuk
mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain seperti
peningkatan  kapasitas penegak hukum, optimalisasi peran

pembimbing kemasyarakatan, dan kerjasama lintas sektor terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Untuk mengatasi penegakan hukum yang kurang efektif pada anak
pelaku judi di Indonesia, perlu ada pendekatan yang menyeluruh.
Caranya, dengan mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan diversi
serta keadilan restoratif melalui panduan teknis yang standar, dan
meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Peran pekerja sosial
dan lembaga perlindungan anak juga penting dalam mendampingi dan
merehabilitasi anak. Hukuman non-penjara harus diprioritaskan,
menjadikan penjara sebagai opsi terakhir. Selain itu, pencegahan
melalui edukasi masyarakat dan keluarga tentang bahaya judi, serta
kerja sama dengan platform digital untuk memberantas judi online,
sangat penting untuk melindungi anak.

2. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan
praktik di lapangan, diperlukan reformasi menyeluruh pada sistem
peradilan pidana anak di Indonesia. Reformasi ini harus berfokus pada

penguatan implementasi restorative justice. Hal ini dapat dicapai



60

melalui penguatan perangkat hukum yang ada, termasuk undang-
undang dan aturan pelaksanaannya, terutama dalam menghadapi
kompleksitas pembuktian kasus perjudian online. Selain itu, penting
untuk menyelaraskan praktik penyusunan hukum dengan menyusun
panduan pemidanaan yang lebih tegas dan membekali aparat penegak

hukum dengan pemahaman yang mendalam mengenai isu ini.
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